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Abstrak

Artikel ini menganalisis koordinasi Kepala Desa dengan BPD dalam pel aksanaan
pembangunan di Desa Bumi Rahayu dengan indikator kerjasama, komunikas
dan kesatuan tindakan serta juga untuk mengetahui Faktor Pendukung dan
Penghambat Koordinasi Kepala Dengan BPD dalam pembangunan di Desa Bumi
Rahayu. Hasil penelitian menunjukan bahwa koordinas sudah terlaksana, namun
masih ada kekurangan-kekurangan yang sangat berpengaruh terhadap proses
pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Bumi Rahyu, kendati
demikian ada beberapa upaya yang sudah dilakukan Kepala Desa dengan BPD
agar proses koordinasi yang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik, dan
pembangunan yang direncanakan bisa terlaksana dengan baik.

Pendahuluan

Salah satu wujud dari peran pemerintah desa dalamsejahterakan
masyarakat desa yaitu melalui pembangunan. Adapyumant dasar dari
pembangunan pedesaan adalah mengurangi dan akhimem@ghapuskan
kemiskinan yang berkepanjangan (walaupun kita tessfja mengakui bahwa
perhatian utama harus diberikan kepada tingkat omaujpola” pengukuran
pertanian, disesuaikan dengan tujuan strategigapgnjang. Sedangkan inti dari
pembangunan pedesaan adalah mendayagunakan tesg@gapédesaan, juga
dipertimbangkan faktor-faktor penyedia sarana deasgrana produksi, bahan
baku, transportasi, dan keterampilan masyarakatarkan tujuan utamanya
adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnyak menjadi masyarakat
yang makmur dan sejahtera sesuai dengan visi pguban nasional bangsa
Indonesia. Pembangunan desa mempunyai makna yaimghakiki bagi rakyat
Indonesia, karena realisasinya berusaha menyemgdilas lapisan masyarakat,
melalui pembangunan yang menyeluruh, menyebarkeaeluruh pedesaan dan
dengan menggali serta menggerakkan partisipasi arelsat. Memadukan arah
pembangunan sektoral maupun regional sesuai dekghnotuhan esensial
masyarakatnya.
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Kebijakan pelaksanaan dalam pembangunan desahagktabaran dari
suatu proses pembangunan ke arah terciptanya Dessefbada sebagai
landasan untuk mewujudkan masyarakat adil dan mgktahir dan batin
berdasarkan pancasila. Dalam beberapa masalanultggenya upaya untuk
menyelesaikannya. Koordinasi antara Kepala DesagattenBPD adalah
merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukark nményelaraskan berbagai
pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tidak tdwkadicauan, percekcokan,
kekosongan kegiatan dengan jalan menghubungkan, yatudan dan
menyelaraskan kegiatan pembangunan didesa, sehiemgiggat kerja sama yang
terarah dan usaha mencapai tujuan pelaksanaan pgunzen. Usaha yang dapat
dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antaran ldengan memberi
instruksi/perintah, mengadakan pertemuan dan mekaper penjelasan,
bimbingan atau nasihat.

Selama ini, kebijakan pembangunan di Desa Bumi YRakelalu bersipat top
down dan sektoral dalam perencanaan serta implesiepa tidak terintegrasi.
Perencanaan disusun tanpa melibatkan keseluruhayam&at yang berkaitan
dengan kemiskinan, sebagaimana terinformasikamddéda profil desa, ternyata
sebagian besar masyarakat miskin masih berada ssi Bemi Rahayu, oleh
karena itu, pembangunan harusnya menyentuh semggarakat di didesa
sebagai upaya mengatasi kemiskinan.

Pembangunan selama ini, lebih banyak diarahkamagiah depan desa saja,
hal ini menyebabkan pembangunan hanya terlihatgdibadepan desa saja
sedangkan dibagian belakang desa belum tersentubaogunan secara utuh,
kurangnya koordinasi seperti ini telah menimbulkatemburuan sosial bagi
sebagian masyarakat desa khususnya yang ada ditiedgkang desa. Kondisi di
desa tidak tersentuh pembangunan secara utuhitaktekonomi sangat rendabh,
peluang usaha juga rendah, sarana pendidikan dasrbaebagian besar baru
terpenuhi untuk sekolah dasar saja.

Dari semua permasalahan yang telah dijelaskanadi, abaka dibutuhkan
koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD untuk atengemerintahan desa
terutama dalam pembangunan didesa. PembangunanBbes Rahayu harus
dilaksanakan secara terarah, dinamis dan berk&danjdalam arti bahwa
pembangunan Desa Bumi Rahayu akan terus dilaksanalangan
memperhatikan situasi dan kondisi serta kemampuang yimiliki oleh desa
tersebut terutama yang menyangkut potensi manasiaddya dukungnya. Agar
gerak dan arah pembangunan Desa Bumi Rahayu sasartertuju kepada
kepentingan masyarakat di Desa Bumi Rahayu maka pdanya prinsip pokok
kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan peuomzangPrinsip pokok
tersebut merupakan pedoman dalam mengelola dan eméggkan
pembangunan.
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Artikel ini mengamati Koordinasi Kepala Desa dengBRD (Badan
Permusyarawatan Desa) dengan berfokus pada kega&asatuan tindakan dan
komunikasi dalam pembangunan di Desa Bumi Rahayu.

Artikel ini memakai data-data dari penelitian lagan yang penulis lakukan.
Data-data yang dikumpulkan selama kurang lebih batan, dianalisis dengan
analisis kualitatif. Data-data yang dipakai adalata-data kualitatif.

Agar analisis ini punya pijakan teoritis, pada bagberikut akan dibahas
terlebih dahulu kerangka dasar teori/konsep. Sebalemfokuskan bahasan
pada pendiskualifikasian tersebut, gambaran umuntarg koordinasi dan
pembangunan desa akan dicoba untuk dipaparkan.

Kerangka Dasar Teori
Koordinas

Kata koordinasi menurut Achmad Basyuni (2009) kerakari “Co” dan
“Ordinarey” yang berarti Co Regulate. Dilihat dpandekatan empiric dikaitkan
dari segi etimologi koordinasi diartikan sebagagik&éan yang dilakukan oleh
berbagai pihak yang sederajat untuk saling membdan mengatur bersama
(menyepakati) hal tertentu, sehingga dari satupsisses pelaksanaan tugas dan
keberhasilan pihak lain, sementara disisi lain yaatu langsung atau tidak
langsug mendukung pihak yang lain.

Menurut E.F.L. Brech dalam bukunya, The Principled aPractice of
Management yang dikutip Handayaningrat (2002:54pord#tinasi adalah
mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberlk&asi kegiatan
pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan geerggar kegiatan itu
dilaksanakan dengan keselarasan yang semestingataia para anggota itu
sendiri.

Sedangkan menurut Handoko (2003:196) kebutuhan akaordinasi
tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasindgdalaksanaan tugas dan
derajat saling ketergantungan bermacam-macam spélaksananya.

Selanjutnya Awaluddin Djamin, koordinasi adalahtguasaha kerjasama
antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaars-tugas tertentu sehingga
terdapat saling mengisi, membantu dan melengkapi.

Siagian (2001:110), koordinasi adalah pengaturtanttabungan dari usaha
bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalamausmencapai tujuan
bersama pula agar pembiayaan kerja dari berbagagbkelompok dpat tersusun
menjadi suatu kebulatan uang terintegritas dengemseefesian mungkin.

Namun ada beberapa indikator yang biasanya diganakéuk mengukur
koordinasi. Hasibuan (2006:88-89), menjelaskan bdberapa indikator dari
koordinasi,yaitu sebagai berikut:

a. Kerjasama

Kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adangapthak atau lebih

yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapé#i supian bersama. Dalam
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pengertian itu terkandung tiga unsur pokok yangeksd| pada suatu kerangka
kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih, umgaraksi dan unsur tujuan
bersama. Jika satu unsur tersebut tidak termuatrdaatu obyek yang dikaji,
dapat dianggap bahwa pada obyek itu tidak terde@gasama. Unsur dua
pihak, selalu menggambarkan suatu himpunan yang saha lain saling
mempengaruhi sehingga interaksi untuk mewujudkaratubersama penting
dilakukan. Apabila hubungan atau interaksi itu Kidditujukan pada
terpenuhinya kepentingan masing-masing pihak, makéungan yang
dimaksud bukanlah suatu kerjasama. Suatu interaksskipun Dbersifat
dinamis, tidak selalu berarti kerjasama. Suaturakt& yang ditujukan untuk
memenuhi kepentingan pihak-pihak lain yang terlidi@am proses interaksi,
juga bukan suatu kerjasama. Kerjasama senantiasammpatkan pihak-pihak
yang berinteraksi pada posisi yang seimbang, seaaisselaras.

b. Kesatuan tindakan
Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadar&p s&tggota organisasi
atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikaratdu tugasnya dengan
anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggatasatuan organisasi
tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sehakonsep kesatuan tindakan
adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dariapadaha, berarti bahwa
pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usahpada tiap kegiatan
individu sehingga terdapat adanya keserasian dandamencapai hasil.
Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu klkearajari pimpinan untuk
memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatiwal waktu
dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat begaisumi dengan waktu
yang telah dirncanakan.

c. Komunikasi
Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinakgrena komunikasi,
sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoasilkan berdasarkan
rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adakgmunikasi.
Komunikasi merupakan salah satu dari sekian barkgdutuhan manusia
dalam menjalani hidup dan kehidupannya. “Perkakasnunikasi berasal dari
perkataan communicare, yaitu yang dalam bahasa lagmpunyai arti
berpartisipasi ataupun memberitahukan” Dalam osgenikomunikasi sangat
penting karena dengan komunikasi partisipasi arggkan semakin tinggi dan
pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan ltemgan komunikasi.
Dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antamunikator
dengan komunikan dimana keduanya mempunyai pemalam menciptakan
komunikasi.

Pembangunan Desa
Menurut Peet and Hartwick (2009) pembangunan mé&erpaebuah upaya
yang dapat membawa masyarakat mengikuti sebuaklegprostuk mencapai
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kehidupan yang sebelumnnya dianggap tidak baikyaturang baik, menjadi
sebuah kondisi yang lebih baik.

Sedangkan menurut Nugroho dan Rochmin Dahuri (208¥%pembangunan
dapat diartikan sebagai "suatu upaya terkoordimaik menciptakan alternatif
yang lebih banyak secara sah kepada setiap waggaanantuk me-menuhi dan
mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.

Menurut Koentjaraningrat (1981:77) pembangunan dbagikan sebagai
suatu gerakan karena pada hakekatnya semua gesdBianusaha kegiatan
pembangunan diarahkan ke desa-desa. Sebagai swerakamg dimana
pembangunan desa mengusahakan mewujudkan masyseskai dengan cita-
cita Nasional Bangsa Indonesia yaitu mewujudkanyaragat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumaperydng dimiliki untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyakagd@am aspek pendapatan,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses teripatg@ambilan keputusan,
maupun indeks pembangunan manusia. Pembangunan eskh dnenjadi
tanggungjawab Kepala desa sebagaimana diatur dedsai 14 ayat (1) PP No 72
tahun 2005 ditegaskan bahwa Kepala Desa mempumyas tmenyelenggarakan
urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatéegiatan
pembangunan direncanakan dalam forum Musrenbanddesl musyawarah
tersebut di ditetapkan dalam RKPDes (Rencana KPEgmerintah Desa)
selanjutnya ditetapkan dalam APBDes. Dalam pela@aapembangunan Kepala
Desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibahn lembaga
kemasyarakatan di desa.

Gambaran Umum

Deskripsi Geografis
Desa Bumi Rahayu terletak di Kecamatan Tanjung rSKkbupaten
Bulungan di bagian utara Provinsi Kalimantan TimDesa ini memiliki luas
wilayah + 99.67 Ha dan berbatasan dengan :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jelaraida@ldesa Tengkapak
Kecamatan Tanjung Selor
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Apung Kecamartgung Selor
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa GunungK8eamatan
Tanjung Selor
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa JelaraikKgstamatan Tanjung
Selor

Jumlah Penduduk Berdasarkan umur

Jumlah keseluruhan Desa Bumi Rahayu berdasarkdit Pesa Bumi
Rahayu tahun 2012 yaitu 798 jiwa dengan jenis keldaki-laki sebanyak 435
jiwa dan perempuan sebanyak 212 jiwa. Jumlah Kelgalaaga (KK) sebanyak
212 KK.
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Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Bumi Rahdgmurut Kelompok Usia

No Golongan Umur Jumlah ( Jiwa) %
1. | 0-14 tahun 253 31.7%
2. | 15— 25 tahun 143 17.9%
3. | 26 — 39 tahun 228 28.6%
4. | 40 — 58 tahun 148 18.5%
5. > 59 tahun 26 3.5%
Jumlah 798 100%

Dilihat dari tabel di atas, maka didapat kelompokuu yang kurang
produktif adalah 0 — 14 tahun sebanyak 253 jiwami@ian kelompok umur
produktif 15 — 58 tahun sebanyak 519 jiwa. Dan tkgdok umur tidak produktif
adalah > 59 tahun yaitu 26 jiwa . Usia 15-58 tatiustas kebanyakan yang masih
menempuh pendidikan dan sebagian adalah bekerggyaepekerja swasta dan

buruh pembuat batu bata.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor pentingndglangembangan
dan pembangunan desa yang mempunyai potensi .
Tabel 2. Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Peiadidik

No Pendidikan Terakhir Jumlah ( Orang)
1 Belum sekolah 71

2 Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah a7
3 Pernah sekolah SD tetapi tidak tama 57
4 Tamat SD/sederajat 317
5 SLTP/sederajat 132
6 SLTA/sederajat 136
7 D-1 6

8 D-2 4

9 D-3 14

10 S-1 14
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11 S-2 Tidak ada
12 S-3 Tidak ada
Total 798

Koordinas Kepala Desa Dengan BPD Dalam Pembangunan Di Desa Bumi
Rahayu

Dalam tulisan ini yang menjadi pokok bahasan Kowsi Kepala Desa
Dengan BPD Dalam Pembangunan Di Desa Bumi Rahaguaulis akan
menjabarkan hasil penelitian berdasarkan beberakas f penelitian, sebagai
berikut :
a. Kerjasama

Kerjasama yang dilakukan oleh Kepala Desa denga® BBdah
dilaksanakan dengan baik, Kepala Desa dengan BRI seelaksanakan rapat
maupun musyawarah untuk membahas pembangunan d Ba@®si Rahayu.
Pembangunan yang dilaksanakan harus mendapatkaetypean dari kedua
badan pemerintahan desa ini. Kerjasama yang dilaksa oleh Kepala Desa
dengan BPD. Namun dalam proses pelaksanaan peom@ngmasih ada
beberapa bagian desa yang belum tersentuh pemlzangsecara merata,
khususnya masyarakat di bagian belakang desa mamilgeluhkan prasarana
jalan yang masih banyak berlubang dan menghambatitak masyarakat.
Masyarakat khususnya yang berada di belakang dessharapkan adanya
perhatian pemerintah desa untuk memperbaiki prasgedan di belakang desa.
Selain itu masih terdapat pembangunan yang belutak$ana seperti yang
terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Rincian Pembangunan Desa Bumi Rahayu

Proses Pelaksanaan

No Jenis Pembangunan Lokasi Terlaksana Belum
Terlaksana
1 | Timbunan Tanah untuk RT. 01 N
Badan jalan
2 Pembuatan plang namaRT. 03 N
desa (Beton)
3 Semenisasi Sarana Halaman N
Olahraga Kantor Desa
4 | Lampu Taman Halaman N

Kantor Desa
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5 | Siring dan Gorong- RT. 01, 03, 04 N
gorong Plat Duickret

6 Pengerasan Jalan RT. 01, 03, 04

7 | Pembuatan Jembatan | RT. 04 N
Gantung

8 | Pengerasan Jalan RT. 03 N
Lingkungan

9 Lanjutan Semenisasi J|.RT. 03
Kantor Desa dan Sarana
Parkir

10 | Pemagaran Kantor Desa RT. 03 N

11 | Pembangunan Kantor | RT. 03 N
BPD dan LPM

12 Drainase Paret Perumahan
Pembuangan Pemda Km.9

13 | Jaln Usaha Tani RT. 03 N

14 | Siring Dan PenimbunanRT. 04 N
Lapangan Sepak Bola

15 | Pembangunan Rumah| RT. 03 N
Dinas Pemerintah Desa

16 | Peningkatan Jalan RT. 03 N
Masuk SMK 3

17 Pengaspalan Jalan RT.

01,02,03,04,05
18 | Pembangunan TPA RT. 02 N
19 | Pembuatan Jalan RT. 03 N
Total Pembangunan Yang Terlaksana Dan Belum 12

Terlaksana
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa RT 01 sangemgan RT 04
merupakan RT yang ada dibagian depan desa sedaRjk&®3 sampai dengan
RT 07 merupakan RT yang berada dibagian belakasey déelihat tabel tersebut
dapat disimpulkan bahwa terlihat jelas bahwa rag@anpembangunan Desa
Bumi Rahayu lebih difokuskan pada bagian depan diesa memperlihatkan
sedikit sekali pembangunan yang dilaksanakan dilpdgglakang desa.

Selain itu, terlihat juga masih banyaknya pembaagugang belum
terlaksana seperti yang terlihat pada tabel di. @atam RPJMDes yang sudah
disepakati oleh Kepala Desa bersama BPD masih kapgmbangunan yang
belum terlaksana itu disebabkan oleh terbatasnggesan yang dimiliki desa
untuk melaksanakan semua pembangunan yang sudadakisi. Oleh sebab itu
kerjasama ini perlu ditingkatkan lagi agar semuaksanaan pembangunan bisa
terlaksana.

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan di atas, qegpeliti simpulkan
bahwa kerjasama oleh Kepala Desa dengan BPD sedahnt dengan dengan
baik. Namum demikan karena masih ada sebagiangrgembangunan yang
tidak terlaksana, maka kerjasama antara Kepala Riesgan BPD perlu
dipertahankan untuk program pembangunan yang beknaksana. dengan
mempertahankan kerjasama antara Kepala Desa d&mRjardiharapkan semua
pembangunan yang sudah direncanakan bisa terlaksana

b. Kesatuan Tindakan

Kesatuan tindakan sudah terlaksana dengan baikangesering terjadi
perbedaan pendapat antara Kepala Desa dengan BRIDnrperbedaan pendapat
bukanlah penghambat dari kesatuan tindakan yangksdihakan, melalui
perbedaan pendapat itu justru bisa didapatkan kspotyang bersama-sama
dimufakatkan. Sering sekali terjadi perbedaan pestdantara Kepala Desa
dengan BPD dalam pembahasan program pembangunatya kéadan
pemerintahan desa ini terlihat saling mempertaharpersepsi mereka dalam
perencanaan pembangunan. Namun dari perbedaaapagridrsebut keputusan
yang didapatkan keputusan yang benar-benar disetigh kedua badan
pemerintahan desa ini.

Dapat disimpulkan bahwa dari beberapa program pagunan yang
telah dilaksanakan, kesatuan tindakan antara Kdpeta dengan BPD sudah
baik. Namun demikian masih ada sebagian programbaegunan yang belum
terlaksana yang ada di Desa Bumi Rahayu, makauaséindakan antara Kepala
Desa dengan BPD mesti bisa untuk dipertahankark ysglaksanaan program
pembangunan yang belum terlaksana, dengan memgpektahkesatuan tindakan
ini, semua pembangunan bisa terlaksana sesuairdapgayang sudah disepakati.
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c. Komunikasi

Komunikasi yang dijalin antara Kepala Desa deng®D BBumi Rahayu
sudah sangat baik dan efektif dalam keberhasilandkaasi dalam pembangunan.
Keberhasilan pembangunan di Desa Bumi Rahayu tefédpas dari komunikasi
yang selalu terjaga dengan baik dan sangat harmdtosunikasi selalu
dilakukan oleh Kepala Desa dengan BPD adalah usdlikg terus berhubungan
satu sama lain agar proses pembangunan berjalagamesesuai yang sudah
direncanakan, dan untuk menghindar dari kesalabaalkhan dalam proses
pembangunan. Namun Kepala Desa dengan BPD haryagaékomunikasi ini
agar setiap pembangunan yang direncanakan bida belgalan dengan baik dan
menndapatkan hasil yang baik juga.

Komunikasi yang dilaksanakan sudah cukup baik, &edwadan
pemerintahan desa ini memanfaatkan kesempatan-gat@am tertentu untuk
selalu berkomunikasi. Namun jarangnya BPD hadirakék desa menimbulkan
sedikit kesenggangan komunikasi antara kepala desgan BPD, hal tersebut
membuat komunikasi antara kepala desa dengan BWIayhh formal sangat
jarang dilakukan dan itu harus adanya kesadaranadggota BPD agar lebih
sering untuk hadir kekantor desa sehingga tidak gimembat pelaksanaan
pembangunan. Jarangnya BPD hadir di kantor desarafiikan tidak adanya
sarana kantor untuk BPD dapat bekerja maupun berkikasi secara maksimal.
Itu terlihat pada RPJMDes dimana pelaksanaan pedenbuafrastruktur kantor
BPD belum terlaksana.

Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat

Dalam koordinasi Kepala Desa dengan BPD Di Desa iBRahayu
tentunya meliliki factor-faktor yang mendukung dmmga menghambat proses
berjalannya koordinasi Kepala Desa Dengan BPD. kBerifaktor- faktor
pendukung dan penghambat selama pelaksanaan kasirdiepala Desa Dengan
BPD dalam pembangunan di Desa Bumi Rahayu :

a. Faktor Pendukung
1. Kunjungan Langsung Ke Masyar akat

Kunjungan langsung kemasyarakat bisa memperkuatkiagrdinasi yang
dijalin, selain itu dengan turun langsung ke maalyalr pemerintahan desa
lebih tau apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan ndasyarakat dan
sehingga Kepala Desa dan BPD bisa membahasnyartzessana tanpa harus
memiliki perbedaan persepsi lagi.

2. Persamaan visi dalam memajukan desa antara Kepala Desa dengan BPD

Memiliki visi dalam memajukan desa selalu tertardindalam diri masing-
masing badan pemerintahan desa ini, hal tersebotuaehkan kepala desa
dengan BPD dalam berkoordinasi karena memiliki y&ig sama, selain itu
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setiap kebijakan yang dibuat semuanya untuk menkaajiDesa Bumi
Rahayu. Menurut saya hal ini sangat baik dalam aebpembangunan,
dengan persamaan visi seperti ini bisa terlepaskéaentingan pribadi dan
mempermudah koordinasi yang dilaksanakan.

3. Dukungan dari masyarakat Desa Bumi Rahayu

Dukungan dari seluruh masyarakat Desa Bumi Ralaghingga koordinasi

dalam hal pembangunan desa serta hal-hal yang mghytakepentingan

desa lainnya bisa diwujudkan dengan baik. Masyard&sa juga harus ikut
berpartisipasi karena dengan adanya kerjasama mig@gaerintah desa akan
membantu meningkatkan pembangunan di Desa BumiyRaha

Faktor pendukung dari koordinasi Kepala Desa denB&D dalam
pembangunan di Desa Bumi Rahayu sudah dilakukagatiebaik, kepala desa
bersama dengan BPD telah berupaya agar koordinagi gilakukan bisa selalu
berjalan dengan baik dan harmonis, upaya-upaya \ditakukan melalui
beberapa faktor pendukung dari berjalannya koosiirseperti yang telah
diuraikan peneliti sebelumnya adalah untuk memajus@mbangunan di Desa
Bumi Rahayu sesuai dengan apa yang diinginkan mastadesa, selain itu
upaya tersebut agar perangkat desa bisa lebihjas&era dengan baik dengan
anggota BPD dalam melaksanakan pembangunan diBesaRahayu.

Dukungan penuh dari setiap elemen masyarakat DesaRahayu sangat
diperlukan agar koordinasi yang dilaksanakan olgppaka desa bersama dengan
BPD bisa berjalan dengan baik. Pemahaman masyat&atpembangunan yang
dilaksanakan juga harus ditingkatkan agar masyarglga bisa menjadi
pengontrol dari setiap kebijakan pembangunan ydagsanakan.

b. Faktor Penghambat

1. Minimnya anggaran dari pemerintah daerah maupun instans terkait
Kurangnya anggaran Daerah yang di berikan, karesragah kurangnya
anggaran yang diberikan akan berpengaruh pada ikasrdantara kepala
desa dengan BPD termasuk pelaksanaan pembangumgakan dilakukan.
Terbatasnya ruang gerak pemerintah desa dalam drydmkasi dan
pembangunan karena kurangnya anggaran. Kepalali2esama BPD akan
berusaha setiap tahunnya untuk memenuhi kebuturemsyarakat di Desa
Bumi Rahayu dalam sektor pembangunan.

2. Infrastruktur kantor BPD yang belum ada
Perlu adanya kantor untuk BPD agar BPD dapat barkksngan maksimal,
satu ruangan yang dimiliki BPD saat ini sangatkidasuai dengan apa yang
sudah dituntukan untuk bekerja secara maksimalukaggan ruangan ini
juga menurut saya sangat berpengaruh dengan kaserdintara kepala desa
dengan BPD seperti yang sudah peneliti uaraikaalseimya. Hal ini harus
menjadi perhatian pemerintah desa agar kinerja BB® menjadi maksimal
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dan koordinasi antara dua badan pemerintahan dedasa selalu terjalin
dengan baik.

Faktor penghambat dari koordinasi kepala desa der®@@D dalam
pembangunan di Desa Bumi Rahayu adalah minimnya@asag dari daerah
membuat proses berjalannya koordinasi dalam penuipaing pun terhambat,
pemerintah Desa Bumi Rahayu sangat mengharapkaii aelgaran yang cukup
agar setiap program pembangunan bisa berjalanisegan harapan. Selain itu,
tidak adanya infrastuktur kantor BPD juga menghanmoases koordinasi yang
berjalan. BPD membutuhkah kantor yang memadai BB& bisa bekerja secara
maksimal dan bisa bertemu setiap hari kerja dekgpala desa untuk dapat terus
bekoordinasi didalam wilayah yang formal.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dilapangan mengenai Koosdirtéepala Desa
Dengan BPD Dalam Pembangunan Di Desa Bumi RahagarkKatan Tanjung
Selor Kabupaten Bulungan, serta penyajian data plxmbahasannya telah
diuraikan dalam penelitian ini maka penulis menke&impulan sebagai berikut :

1. Kerjasama oleh Kepala Desa dengan BPD sudah rerjadiik melalui
rapat-rapat desa maupun musyawarah desa. Namuih at#s sebagian
program pembangunan yang tidak terlaksana yangbatg&an oleh
terbatasnya anggaran yang dimiliki.

2. Kesatuan tindakan antara Kepala Desa dengan BPO BRahmyu sudah
terlaksana. Kepala Desa dan BPD mampu menyatukadapat mereka
meskipun sering sekali terjadi perbedaan pendapatun hal tersebut tidak
pernah memunculkan konflik diantara Kepala DesagderBPD. Adanya
upaya-upaya yang dilakukan antara Kepala Desa den@PD untuk
menyatukan pendapat mereka dalam menentukan aratbapgunan
sehingga dengan upaya-upaya tersebut kedua badarip@han desa ini
bisa menyatukan pesepsi mereka untuk menentukénparabangunan di
Desa Bumi Rahayu.

3. Komunikasi dalam koordinasi antara Kepala Desa BRainayu dengan
BPD dalam pembangunan sudah terjalin. Jarangnya BRI ke kantor
desa bisa menghambat proses komunikasi yang tegatara Kepala Desa
dengan BPD. Namun demikian, komunikasi tetap teda& meskipun BPD
jarang hadir kekantor desa, Kepala Desa dengantBRp berkomunikasi
baik melalui telpon langsung dan melalui SMS, seitai Kepala Desa dan
BPD juga memanfaatkan waktu yang ada di luar kadésa untuk tetap
saling berkomunikasi.

4. Faktor Pendukung yang menjadi pendorong dalam kuastdKepala Desa
dengan BPD adalah kunjungan langsung kemasyarakeg snenjadikan
proses koordinasi antara Kepala Desa dengan BRDsbkimakin harmonis
dan lebih mudah untuk mengetahui kebutuhan dariyanakat sehingga
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tidak menimbulkan perbedaan pendapat antara Kdpesa dengan BPD.
Persamaan visi dalam memajukan menjadikan Kepata dengan BPD
bisa bekerjasama dengan baik sehingga Kepala Dmsgad BPD benar-
benar melaksanakan pembangunan untuk memajukan Besayang
terakhir adalah dukungan dari masyarakat Desa Brahiayu itu sendiri,
karena dukungan dari masyarakat itu sendiri bisanlba@tu koordinasi
Kepala Desa dengan BPD menjadi lebih baik lagi.

5. Faktor Penghambat yang menjadi kendala dalam kemsdiKepala Desa
Bumi Rahayu dengan BPD adalah minimnya anggaramy yhberikan
pemerintah derah sehingga menghambat proses pedakspembangunan
dan secara tidak langsung juga menggangu proseasiikasi. Dan tidak
adanya kantor untuk anggota BPD itu sendiri mekg@dkoordinasi antara
Kepala Desa dengan BPD menjadi terhambat.

Saran

1. Karena masih banyak program pembangunan yang beéilaksanakan,
maka kerjasama antara Kepala Desa dengan BPD yarigngsung
dengan baik perlu dipertahankan untuk pelaksanaambangunan yang
belum berjalan. Dengan mempertahankan kerjasatnaragikan program
pembangunan yang belum terlaksana dapat diselesai&agan baik
sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.

2. Karena masih banyak program pembangunan yang beilaksanakan,
maka kesatuan tindakan antara Kepala Desa dengab fhg
berlangsung mesti dipertahankan untuk pelaksanaalogrgm
pembangunan yang belum berjalan. Pemerintah Des8@R juga harus
lebih memahami dan mengetahui seluruh kebutuhan rdasyarakat
dalam hal pembangunan agar tidak ada lagi perbep@adapat dalam
proses menentukan pembangunan di Desa Bumi Rahayu.

3. Karena masih banyak program pembangunan yang beilaksanakan,
maka komunikasi antara Kepala Desa dengan BPD ysudgh
berlangsung mesti dipertahankan untuk pelaksanaaogrgm
pembangunan yang belum berjalan. Selain itu pealdtgsadaran bagi
anggota BPD agar lebih sering hadir ke kantor desak melaksanakan
kewajibannya dan lebih mempermudah dalam berkorasniklengan
Kepala Desa. Perluya kantor unuk anggota BPD a&& &8apat bekerja
secara maksimal dan bisa dengan mudah untuk berkkasi dengan
BPD. Selain itu menjaga komunikasi yang sudalaksdna dengan baik
agar koordinasi yang dilaksanakan bisa menghaspkambangunan yang
lebih baik lagi.

4. Kepala Desa dengan BPD juga perlu mempertahankaor-fiaktor yang
sudah mendukung proses pelaksanaan koordinasiaaKepala Desa
dengan BPD Bumi Rahayu untuk pelaksanaan programbgegunan
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yang belum berjalan. Perlunya dukungan baik daméd?mtah, dan
instansi terkait serta Masyarakat karena dengamyadéerjasama
diantaranya maka akan terjalin suatu hubungan dama yang akan
berdampak positif bagi koordinasi antara KepalaaDdsngan BPD.
Selain itu perhatian pemerintah desa agar adangtoikaendiri untuk
anggota BPD agar bisa lebih meningkatkan lagi kainga dalam
melaksanaka pembangunan, dengan adanya kantori &30i bisa lebih
sering lagi hadir dikantor desa.
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